
 

 
 

MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

 
IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 14/PUU-X/2012 

Tentang  

Perspektif Ukuran Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan 
Pengembang   

 

Pemohon    : Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang 
Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP 
APERSI) yang diwakili oleh Eddy Ganefo sebagai Ketua 
Umum DPP APERSI dan Anton R Santoso sebagai 
Sekretaris Jenderal DPP APERSI 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU 1/2011) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945) 

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 terhadap Pasal 27 
ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 
28H ayat (4) UUD 1945 

Amar Putusan       : Menyatakan: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

1.1 Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5188) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

1.2 Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5188) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat; 

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita 
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 

Tanggal Putusan : Rabu, 3 Oktober 2012 
Ikhtisar Putusan      :  

Pemohon adalah pelaku usaha pengembang perumahan dan permukiman untuk 
kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang organisasinya dijadikan sarana 
untuk penyaluran aspirasi dan memperjuangkan kepentingan para pengembang menengah 
dan kecil supaya mendapat perhatian yang proporsional dari Pemerintah. 

 Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan  Pemohon adalah 
pengujian Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 
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28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk 
mengadili permohonan a quo. 

 Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan 
dirugikan dengan berlakunya Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011, karena bagi masyarakat yang 
tidak mampu membeli rumah tunggal atau rumah deret yang luas lantainya minimal 36 meter 
persegi, tidak akan membeli rumah yang dibangun oleh Pemohon yang berakibat Pemohon 
dirugikan karena tidak boleh membangun rumah yang luas lantainya kurang dari 36 meter 
persegi, padahal banyak yang membutuhkan rumah tetapi daya belinya tidak sampai kepada 
yang luas lantainya 36 meter persegi. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah 
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 

 Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya  mendalilkan 
bahwa Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat 
(1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, Mahkamah pada pokoknya 
mempertimbangkan sebagai berikut: 

1. Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, 
oleh karena ketentuan tersebut tidak membeda-bedakan warga negara di dalam hukum 
dan pemerintahan, demikian pula tidak membeda-bedakan kewajiban warga negara 
untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut dalil Pemohon 
tidak beralasan menurut hukum. Demikian pula menurut Mahkamah Pasal 22 ayat (3) 
UU 1/2011 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pasal 
tersebut tidak meniadakan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga permohonan 
Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

2. Bahwa hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional bagi setiap 
warga negara Indonesia [vide Pasal 28H ayat (1) UUD 1945]. Salah satu tujuan 
dibentuknya negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia [vide alinea IV 
Pembukaan UUD 1945]. Terkait dengan hak warga negara dan berhubungan pula 
dengan salah satu tujuan dalam pembentukan negara dimaksud maka negara 
berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan terpenuhinya 
hak warga negara tersebut. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
merupakan salah satu aspek pembangunan nasional, pembangunan manusia 
seutuhnya, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan terpenuhinya hak konstitusional 
tersebut, yang juga merupakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang memiliki 
peran strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian warga negara sebagai upaya 
pencapaian salah satu tujuan pembangunan bangsa Indonesia yang berjati diri, mandiri, 
dan produktif. Sebagai salah satu upaya pemenuhan hak konstitusional, 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah wajar dan bahkan 
merupakan keharusan, manakala penyelenggaraan dimaksud harus memenuhi syarat-
syarat tertentu, antara lain, syarat kesehatan dan kelayakan serta keterjangkauan oleh 
daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah [vide 
konsiderans (Menimbang) huruf a sampai dengan huruf d serta Penjelasan Umum UU 
1/2011]. Terkait dengan syarat keterjangkauan oleh daya beli masyarakat, terutama 
masyarakat yang berpenghasilan rendah, menurut Mahkamah, Pasal 22 ayat (3) UU 
1/2011, yang mengandung norma pembatasan luas lantai rumah tunggal dan rumah 
deret berukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi, merupakan 
pengaturan yang tidak sesuai dengan pertimbangan keterjangkauan oleh daya beli 
sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Implikasi 
hukum dari ketentuan tersebut berarti melarang penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman membangun rumah tunggal atau rumah deret yang ukuran 
lantainya kurang dari ukuran 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Hal tersebut berarti 
pula telah menutup peluang bagi masyarakat yang daya belinya kurang atau tidak 
mampu untuk membeli rumah sesuai dengan ukuran minimal tersebut. Lagipula, daya 
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beli masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara satu daerah dengan daerah yang 
lain, adalah tidak sama. Demikian pula harga tanah dan biaya pembangunan rumah di 
suatu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Oleh karena itu, menyeragamkan luas 
ukuran lantai secara nasional tidaklah tepat. Selain itu, hak untuk hidup sejahtera lahir 
dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah 
salah satu hak asasi manusia yang pemenuhannya tidak semata-mata ditentukan oleh 
luas ukuran lantai rumah atau tempat tinggal, akan tetapi ditentukan pula oleh banyak 
faktor, terutama faktor kesyukuran atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha 
Esa; 

3. Bahwa hak bertempat tinggal, hak milik pribadi [vide Pasal 28H ayat (4) UUD 1945] juga 
adalah salah satu hak asasi manusia. Suatu tempat tinggal, misalnya rumah, dapat 
berupa rumah sewa, dapat juga berupa rumah milik pribadi. Seandainya rezeki yang 
diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa barulah cukup untuk membangun/memiliki rumah 
yang luas lantainya kurang dari 36 meter persegi, pembentuk Undang-Undang tidak 
dapat memaksanya membangun demi memiliki rumah yang luas lantainya paling sedikit 
36 meter persegi, sebab rezeki yang bersangkutan baru mencukupi untuk membangun 
rumah yang kurang dari ukuran tersebut; 

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan 
Pemohon beralasan menurut hukum. 

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya 
Menyatakan: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

1.1 Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

1.2 Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya; 

 

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) 

          Bahwa terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memiliki 
pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut: 

          Jika dikaitkan dengan persoalan keterjangkauan daya beli masyarakat dan ukuran 
luas adalah dua hal yang tidak selalu relevan. Hal yang paling pokok adalah ukuran harga 
rumah yang terjangkau bukan ukuran rumah yang kecil. Artinya dengan jaminan undang-
undang minimal luas lantai rumah tunggal dan rumah deret minimal 36 meter persegi, 
mengandung makna pula bahwa negara berkewajiban memberi kemudahan bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah dengan berbagai fasilitas dan 
kemudahan. Ukuran keterjangkauan sangat relatif, karena  seberapa pun  kecilnya rumah 
yang dianggap terjangkau juga tidak bisa menjamin bahwa seluruh atau sebagian besar 
rakyat Indonesia dapat memiliki rumah, karena adanya perbedaan tingkat pendapatan 
masyarakat. Hal itu sangat tergantung pada tingkat harga rumah, bukan pada besar kecilnya 
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rumah, walaupun luas berpengaruh terhadap harga. Jadi menurut saya, hal paling utama 
yang harus dijamin oleh Pemerintah adalah aspek kesehatan dan kelayakan tempat tinggal 
yang sehat agar manusia Indonesia tumbuh baik dan sehat. Rumah terjangkau tetapi tidak 
sehat, adalah bentuk pengabaian negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk 
mendapatkan tempat tinggal yang baik dan sehat. Mengadakan rumah yang terjangkau 
tetapi tidak sehat, sama saja membiarkan rakyat hidup secara tidak layak dan tidak sehat. 

 

 

 

 

 

 

 


